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BABI

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Salah catu agenda yang diusung dalam tuntutan reformasi adalah adanya 

perubahan terhadap konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Munculnya keinginan 

tersebut, dapat dikatakan karena dilandasi pengalaman sejarah, yaitu sejak berlakunya 

Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap memiliki kelemahan yang dapat 

dimanfaatkan untuk berlakunya negara kekuasaan.Di samping itu, praktek konstitusi di 

lalu telah memperlihatkan banyaknya permasalahan yang makin menjauhkan dari 

cita-cita Proklamasi, yakni amanat penderitaan rakyat.1 Tuntutan terhadap adanya 

perubahan UUD 1945 kemudian mendapat sambutan,baik yang pro maupun kontra dari 

berbagai elemen masyarakat, mulai dari golongan terpelajar, cendikiawan bahkan sampai 

pada golongan elit politik.

Tuntutan aspirasi yang berkembang dalam eia reformasi sekarang ini adalah 

reformasi hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah i stem 

konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yag efektif dalam proses penyelenggaraan 

negara dan kehidupan nasional sehari-hari.Dalam upaya mewujudkan sistem yang a ektif 

itu,penataan kembali kelembagaan hukum harus didukung juga oleh kualitas sumber daya 

manusia,kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat,seiring dengan

masa

Agus Teras Narang, Reformasi Hukum (Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat).Pustaka Sinar 
Harapan. Jakarta. 2003, htm. 3
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pembaharuan materi hukum yang terstruktur secara harmonis dan terus menerus 

diperbaharui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan/

Pada prinsipnya masyarakat mengalami 

masyarakat sederhana kemudian berkembang menjadi semakin kompleks.Perkembangan 

tersebut secara tidak langsung juga diiringi dengan perkembangan hukum'.Apalagi

ada didalam

perkembangan,maksudnya semua

melihat semakin beranekaragamnya kepentingan-kepentingan yang 

masyarakat cenderung akan menimbulkan konflik atau chaos didaiam masyarakat itu 

sendiri,sehingga diperlukan aturan-aturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota

masyarakat.’1

Demokrasi telah berkembang pesat,bahkan sistem ini hampir dianut oleh setiap 

negara. Demokrasi mcletakan rakyat sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan 

tertinggi,var populi vox dei (suara rakyat adalah suara tuhan).Namun pelaksanaan 

demokrasi mengalami perkembangan dan muncul dengan cara yang berbeda.5

Proses Demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang s mgat

penting.Perkembangan ini ditandai dengan berbagai perubahan dcin pembentukan institusi

atau lembaga baru dalam sistem dan struktur kekuasaan negara.Perkembangan ini

merupakan hasii koreksi terhadap cara dan sistem kekuasaan lama sebagai upaya untuk 

mendorong terwujudnya cita-cita negara demokrasi,tegaknya hak asasi manusia dan 

hukum yang berkeadilamserta pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Jimly Asshidaiqie.Tata Urutan Pcrundang-untiangan dan Problema Peraturan Daerah, dalam 
http:/www.theceli.com/modelus.plip,>nainc Downloads&d op=Mostpopular,Tgl 17 September 2006 
15.00 WIP. ~ 1

* Sudarsono.Pcngantar Ilmu Hukum.Cetakan Keempat,rT.Rineka Cipta,Jakarta,2004,hlm.45 
4 Ibid.

Jimly Asshidaiqic,/. cm boga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium 
Reformasi Hukum Nasionaljakana.2005.hlm.45

http://www.theceli.com/modelus.plip,%3enainc
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Perkembangan sejarah,teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan 

dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat.Struktur dan fungsi organisasi 

dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam 

bentuknya,baik ditingkat pusat atau nasional maupun ditingkat daerah aiau lokal.Gejala 

perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tidak dapat di hindari karena 

tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata,baik karena faktor-faktor sosial,ekonomi, 

politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme dengan lokal sme 

yang semakin kompleks sekarang ini.6

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.sebagai salah satu tuntutan 

reformasi telah dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebanyak empat kali sejak 

tahun 1999 hingga tahun 2002.Amandemen tersebut telah menghasilkan perubahan- 

perubahan substansial bagi penyelenggaraan kehidupan bemcgara.'liantaranya 

menyangkut soal masa pembalasan jabatan presiden,penguatan fungsi legislatif, 

penempatan materi hak asasi manusia,penegasan otonomi daerah, restrukturisasi Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, pemilihan anggota eksekutif dan legislatif secara 

langsung,serta penguatan bagi pelaksanaan fungsi kekuasaan yudikatif/

Perubahan yang cukup mendasar nada struktur ketatanegaraan Indonesia a< alah 

dihapuskannya lembaga negara tertinggi negara dan lembaga tinggi ncgara.Jadi sekarang 

setiap lembaga negara kedudukannya adalah sama,sejajar ataupun seimbang.

Jika memeriksa dan menelusuri kembali seluruh hasil perubahan Undang-Undang 

Dasar 1945, terdapat lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi,Komisi 

Yudisial..Bank Sentral dan Dewan Pertimbangan Presiden, yang selain dari lembaga-

dan

Jimly Assh idu i ic,/ erkemhangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta,2006, hlm 1 

7 /bid.thlm.2
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lembaga negara yang sudah ada seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,Presiden dan Wakil Presiden, Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung serta dihapuskannya satu lembaga m gara 

yaitu Dewan Pertimbangan Agung.

Bank Sentral Republik Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang setelah 

terjadi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 dimana susunan, kedudukan, 

kewenangan, tanggung jawab dan independensi Bank Indonesia memperoleh legitimasi 

yang sangat mendasar secara konstitusional.Pasal 231) Perubahan Keempat Undang- 

Undang Dasar 1945 dikatakan sebagai berikut : “Negara memiliki suatu bank sentral 

yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi diatur dengan 

undang-undang”.

Bank Sentral mempunyai peran yang sangat strategis bagi masyarakat Indonesia 

pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya.Yang paling mendasar 

adalah perannya dalam mencetak dan mengedarkan uang. Bank Sentral merupakan satu- 

satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata tang 

sebagai alat pembayaran yang sah di suatu ncgara.Peran vital ini karena begitu penting 

dan luasnya fungsi uang dalam perekonomian.8

Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia yang merupakan induk 

dari lembaga perbankan di Indonesia.Khusus- mengenai kedudukan Bank Indonesia 

sebagai Bank Sentral Republik Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan a'as Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999

Perry Wdrjiyo^ank Indonesia Bank Sentra/ Republik Indonesia Sebuah Pen^antaryW\^{ Pendidikan dan 
Studi Kebanksentralan Bank Indonesia,Jakarta,2004,hlm.l
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“Bank Indonesia adalah BankTentang Bank Indonesia dikatakan sebagai berikut :

Sentral Republik Indonesia “.

Bank Sentral pada mulanya berkembang dari suatu bank yang mempunyai tugas 

sebagaimana dilakukan oleh bank-bank pada umumnya atau yang dikenal dengan sebutan 

bank komersial.Peian dan tugas bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia -lah 

mengalami evolusi dari yang semula sebagai bank sirkulasi,kemudian pernah dii inta 

Pemerintah sebagai agen pembangunan,dan terakhir sejak tahun 1999 telah m c .jad: 

lembaga yang independen dengan tugas-tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

moncterjnengauir dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,serta mengatur dan 

mengawasi bank untuk mencapai tujuan kestabilan nilai rupiah.9

Sebelum Indonesia merdekadndonesia belum memiliki bank sentral.Pada periode

tersebut fungsi bank sentral hanya terbatas sebagai bank sirkulasi yang dilaksanakan oleh 

De Javasche Bank NV dan kemudian pada i Juli 1953 dikeluarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javasche Bank 

wet Tahun 1922.Pada Tahun 1968 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 

tentang Bank Sentral yang kemudian diganti dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan dicubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bar.k Indonesia.10

Pemerintah dapat ikut campur dalam kebijakan Bank Sentral,hal ini dapat dilihat 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral adalal dari 

tugas pokok Bank Indonesia yang membantu pemerintah terutama dalam men \atur, 

menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah,mendorong kelancaran produk: dan

9 /6/V/.,h 1 m.2-1
10 Lihat Muhammad Djumhana.Hukum Pcrhakan di indonesia,Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.2003, 

hlm.46-47
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pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taial h’dup 

rakyat." Kemudian Bank Sentral sebagai Dewan Moneter membantu Pemerintah dalam

i?merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter.

Sebagai sebuah lembaga negara yang baru dibentuk setelah Perubahan terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 

tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia,maka keberadaan Bank Indonesia perlu dimasyarakatkan,baik mengenai 

kedudukan,!ugasjungsi dan wewenangnya agar masyarakat dapat memahami peran Bank 

Indonesia sebagai suatu lembaga negata yang independen.Untuk meneliti dan membahas 

lebih lanjut mengenai Bank Indonesia ini, maka penulis mencoba menyajikan dan 

memaparkannya dalam bentuk tulisan berbentuk skripsi.

B.Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sc >agai

berikut:

1. Bagaimana kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia T>asca 

Amandemen Keempat UUD 1945 menurut sistem ketatanegaraan Indonesia ?

2. Bagaimana tujuan,tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentra! Rejiblik 

Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ?

** Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Batik Sentral 
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun l%8 tentang Bank Sentral
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C.Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1.Untuk mengetahui kedudukan 

Indonesia Pasca Amandemen Keempat UUD 1945 menurut sistem ketatanegaraan

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik

Indonesia.

2.Untuk mengetahui tujuan,tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank 

Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

S ntral

D.Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada

pengetahuan hukum khususnya tentang eksistensi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Republik Indoensia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank

Indonesia serta memperkaya bahan perkembangan hukum tata negara di Indonesia.

2.Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau

sumbangan pemikiran bagi kalangan yang bergerak di bidang lembaga negara dan di 

harapkan juga dapat memperkenalkan Bank Indonesia kepada masyarakat luas.

E.Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan ini lingkupnya hanya dibatasi pada eksistensi Bank Indt sesia 

sebagai Bank Sentral Republik Indoensia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2004 tentang Bank Indonesia.
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F.Kerangka Teoritis

Demokrasi 13 dalam tatanan praktek dari teori didunia sudah berkembang puluhan 

abad yang lalu.Dalam tatanan praktek sudah banyak bukti negara tumbang karena 

diselenggarakan tidak secara demokratis.Lebih banyak lagi pemerintahan tumbang 

karena mengingkari prinsip-prinsip demokrasi. Akan tetapi dalam kenyataannya tidrk ada 

negara yang benar-benar demokratis atau benar-benar otoriter,yang sesungguhnya adalah 

negara yang cenderung otoriteristik atau berada pada dua titik continum demokratis dan 

otoristik14.Sebenarnya secara sederhana,istilah organ negara atau lembaga negara dapat 

dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta,lembaga masyarakat atau yang biasa 

disebut organisasi non-pemerintah (ORNOP).Konsepsi tentang lembaga negara dalam 

bahasa Belanda biasa disebut sfaa/sorgan.Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan 

lembaga negara,badan negara atau disebut juga dengan organ negara15.Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesiaykala ‘lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang 

akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa,wujud); (iii) acuan,ikatan; (iv) badan atau 

organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu 

usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial /ang 

berstruktur.u'

,3WulhofV, Hakim, Tata Negara J: Indonesia, Timun Mas. Jakarta, 1989,hlm.70 ,Demokrasi 
Wulhofk /citamu, suatu sikap rohani tertentu yang berdasarkan pemandangan bahwa keyakinan dan 
pendapat setiap manusia hakekatnya berharga sama,segala keputusan harus diambil 
bermusyawarah,bertukar pikiran dan kompromi setta sekurang-kurangnya harus didasarkan 
mayoritas.kctiua,suatu sistem pemerintahan yang memberi kemungkinan kepada seluruh rakyat 
serta dalam pemerintahan langsung atau tidak langsung dan menjamin bahwa keputusan-keputusan 

h Peme, ,n*a^ seringkah berdasaikan sekurang-kurangnya suara mayoritas yang diperintah.
|5 M.Mahlud M.D, Perkembangan Politik Hukum. Universitas Gajah Mada,Yogyakarta 1993 Hm 109 

Disampaikan oleh Zen Zanibar MZ,dalam makalah-Pilkada dan Permasalahannya,’pada ’acara seminar 
w Pemilihan Kepala Daerah,Universitas Sriwijaya,lnderalaya,Pada tan3gal 30 Maret 2005,hlm.V 

Lihat Jimly Asshiddne>/e/;/a^a Denyut Nadi Konstitusi ; Repleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi 
Konstitusi Press,Jakarta,2004,hlm.60-61

menurut

selelah 
atas suara

tllHlt
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Hans Kclscn mengemukakan bahwa “Whoever fulfills afnctlon determined hy the 

legal order is un organ "J'* Siapa saja yang menjalankan suat i ungsi yang ditentukan oleh 

suatu tata-hukum (legal order) «ululah sualu organ.

Artinya,organ negara itu tidak selalu berbentuk organik.Disamping organ yang 

berbentuk organik,lebih luas lagi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula 

disebut organ,asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (norm creaf,ng)

17dan/atau bersifat menjalankan norma (norm applying).

Disamping pengertian luas iluJIans Kclscn juga menguraikan adanya pengertian 

organ negara dalam arti yang sempit.yaitu pengertian organ dalam arti materiil.Ind udu 

dikatakan organ negara hanya apabila ia seeaia pribadi memiliki kedudukan hukum ang
i utertentu.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan,lembaga

pemerintahan non-dcnarlememaiau lembaga negara saja.Ada yang dibentuk berdasarkan 

atau karena diberi kekuasaan oleh IJi'dang-Undang Dasar,ada pula yang dibentuk dan 

mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang dan bahkan ada pula yang hanya 

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden19.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undag Dasar merupakan 

organ Konstilusi,sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan 

organ Undang-Undang.

Aril Budiman menyimpulkan dua hal tentang lembaga vang bernama 

negara.Yakni (i) negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar

Hans Kelsen.G?twr«/ Theory ofLaw ^/.SV^RusscIl&RussefNew York,196l,hlm.l92 
Ibid.

18 Ibidjilm. 193
19 Jinily Asshiddiqie.,op.cit ,hlm.42
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dalam masyarakat.Negara dapat memaksakan kehendaknya terhadap rakyat.Dan (ii) 

Kekuasaan yang sangat besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari 

kepentingan umum.Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umum,negara dapat 

memaksakan kehendaknya melawan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelor nok 

dimasyarakat yang lebih kecil.20

Lembaga negara/organ ncgara/alat-alut perlengkapan negara menjadi kes iuan 

yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara.Menurut Jellinek,Organ negara dibagi 

menjadi dua bagian besar yaitu alat-alat perlengkapan negara yang langsung (unimittebae 

organ) dan alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung (mitterbare r»/*#*://?).Adapun 

ukuran langsung atau tidak langsung alat perlengkapan negara ditentukan oleh langsung 

atau tidak langsung alat perlengkapan negara yang dimaksud konstitusi.Organ negara 

langsung menentukan ada atau tidaknya negara,sedangkan keberadaan organ yang tidak 

langsung bergantung pada organ yang langsung.21

Pembentukan lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan

negara,yang didalamnya termual antara lain fungsi setiap organ yang dibentuk dan

hubungan-hubungan yang dijalankan.Dalam konteks itu,paling populer dan banyak dan 

diadopsi berbagai negara adalah teori (rias politika.Ddk.inn yang dikemukakan oleh 

Montcsqieu ini membagi negara dalam tiga macam yaitu kekuasaan legislatif,eksekutif 

dan yudisial.Kekuasaan legislatif berfungsi untuk membuat undang-undang,keki; 

eksekutif melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan 

yang mengadili pelanggaran atas undang-undang.Menurut Montesqieu,ketiga jenis

saan

2°Arif Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi, PT Gramedia Pustaka Utama 
Jakarta, 19%.h I m. 3

2] Padmo Wahyono,//ww M?£<7r<7,lndo 1 lil.Ce Jakarta,2003,hlm.222
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kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu sama lain {separut ion oj /ww/*),baik mengenai 

tugas (lungsi) maupun alat perlengkapan (organ) yang menyelengarakannya.*""

Sebelum Montesquieu,di Peranc’S pada abad ke-XVI yang pada umumnya diakui 

sebagai fungsi-fungsi kekuasaan negara itu ada lima.Kelimanya adalah (i) lungsi 

diplomacie; (ii) fungsi defencic; (iii) fungsi fmancie; (iv) fungsi justicie; dan (v) fungsi 

policie.Oleh jhon Locke di kemudian hari,konsepsi mengenai fungsi kekuasaan negara itu 

dibaginya menjadi tiga,yaitu (i) fungsi legislatif, (ii) fungsi eksekutif, (iii)fungsi 

federalif Bagi Jhon Locke,fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau 

pemerintahan.23

Sementara ilu.C.van VoHenhoven mengembangkan pandangan yang tersendiri 

mengenai hal ini.Menurutnya,fungsi-fugsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat c: Sang 

yang kemudian di Indonesia diistilahkan dengan catur praja,yaitu (i)fungsi regclling 

(pengaturan); (ii)fungsi bcstuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii)fungsi rcchts, racik 

(peradilan) dan (iv)fungsi politie (ketertiban dan keamanan).24

Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan dengan Di praja yaitu 

(i)policy making juetion (fungsi pembuatan kebijakan) dan policy executing j\'undian 

(fungsi pelaksanaan kebijakan)2,>

Sebagaimana dikutip oleh Sri Soemaniri,Logemann mengemukakan beberapa 

persoalan menyangkut lembaga negara yaitu: (i)Pengadaan lembaga-lembaga 

negara,dalam arti siapa yang membentuk dan mengadakan lembaga dimaksud, tjhOleh 

karena setiap lembaga-lembaga negara harus diduduki oleh pejabat,persoalan adalah

2 Mirriam Rudiharjo Dasar-Dasar Ilmu Politik,PT Gramedia,Jakarta,1993,hlm.l52
23 Jimly Asshiddiciie.,*;p.W/.,him.34
24 Ibid
23 M.Kusnard, dan Bintan Saragih,limit Negara,G&y& Media I>ratama.Jakarta,2000,him.223
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lembaga-lembaga dimaksud,melalui pemilihan,

rnenjadi tugas dan

bagaimana mekanisme pengisian

pengangakatan,atau mekanisme lain, (iii)Apa yang 

wewenangnya.Untuk mencapai tujuan negara setiap lembaga negara harus diberi tugas

dan wewenang, (iv) Bagaimana hubungan kekuasaan antara lembaga negara yang satu 

dengan yang lain.26

Secara filosofis, pentingnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ac. ilah, 

pertama, karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah moment opname dari berbagai 

kekuatan politik dan ekonomi yang dominan pada saat dirumuskannya konstitus* itu. 

Setelah 54 tahun kemudian, tentu terdapat berbagai perubahan baik ditingkat nasional 

maupun global. Hal ini tentu saja belum tercakup didalam Undang-Undang Dasar 1945 

karena saat itu belum nampak perubahan tersebut. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 

disusun oleh manusia yang sesuai kodratnya tidak akan pernah sampai kepada tingkat 

kesempurnaan. Pekerjaan yang dilakukan manusia tetap memiliki berbagai kemungkinan 

kelemahan maupun kekurangan’7.Secara yuridis,para perumus Undang-Undang Dasar

1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa yang mereka lakukan ketika Undang-

Undang Dasar 1945 disusun tentu akan berbeda kondisinya di masa yang akan datang 

dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan. Baik dilihat dari sejarah penyusunan 

maupun sebagai produk hukum yang mencerminkan pikiran dan kepentingan yang ada 

pada saat ilu,Undang-Undang Dasar akan tidak sesuai lagi apabila tidak diadakan 

pembaharuan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bem gara 

di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Logcmann dikutip oleh Sri Soemantri dalam Padmo Wahyono.Masalah Ketatanegaraan Indonesia 
Dewasa ////.(Ihalia Indonesia Jakarta. 10Sd.hlm.9l

:7 Bagi r Manau dalam l'anjiUnsyuml a!. No. 16 Taluin III, 4 Agustus 1099, hlm. 21
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Dorongan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dipengaruhi pula dengan 

kenyataan yang ada,Undang-Undang Dasar 1945 sebagai subsistem tatanan kons tusi 

dalam pelaksanaanya tidak berjalan sesuai dengan staatsidre mewujudkan Negara 

berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Dan yang 

terjadi adalah etatisme, otoriterisme atau ke d i! aktoran yang menggunakan Undang- 

Undang Dasar 1945 sebagai sandaran.*x

Secara substantif,Undang-Undang Dasar 1945 banyak sekali mengandung 

kelemahan.I lal itu dapat diketahui antara lain, pertama, kekuasaan eksekutif terlalu besar

• 29tanpa disertai oleh prinsip eheeks and ba/arces yang memadai.

Mengenai perubahan konstitusi,Moh Mahfud berpendapat kalau Di dalam teori 

dikenal adanya perubahan konstitusi yang mudah maupun yang sulit.Undang-Un ?ang 

Dasar yang fleksibel biasanya dapat diubah secara relatif lebih mudah dengan h uiya

menggunakan tata cara pembuatan dan perubahan undang-undang biasa.Selain perul ihan

dengan cara lleksi'oekadapula tala cara perubahan yang rigid (kaku) dalam arti tidak

«30dapat dilakukan, dengan cara pembatan atau perubahan undang-undang biasa.

C\I\Sirong,schagaimana dikutip Abu Daud Busroh dalam bukunya ilmu 

negara.mengemukakan empat cara perubahan terhadap suatu konstitusi yaitu :

1 ,By the ordinary legislature, b u t under certain restriedon

a.Bahwa untuk melakukan perubahan terhadap suatu konstitusi the ordinary legislature 

dalam sidang-ridangnya harus dihadiri oleh paling sedikit fixed cjuorum

' Bag>r Manan, Teori dan Politik Konstitusi. FM IJII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 11. 
;; Moh. Mahfud MD..Amandemen Konstitusi Menujiu Reformasi 

1999, hlm. 96-98
\ Kansil J.atihan Hukum Tata Sinar Grafika,Jakaria, I994,hlm.95

Tala Ne&arc,\J\\ Press, Yogyakarta,
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membcrs.Kemudian keputusan-kcpulusan atas perubahan itu dianggap sah apabila 

usul perubahan itu disetujui oieh suara terbanyak seperti halnya di Indonesia.

b. Bahwa sebelum perubahan dilakukan the ordinary legislature dibubarkan,kemudian 

diadakan pemilihan umum yang baru.Lembaga perwakilan rakyat yang baru inilah 

yang kemudian bertindak sebagai konstituante untuk mengubah konstitusi.Model ini 

dianut oleh Belgia,Norwegia dan Swedia.

c. Bahwa untuk mengubah konstitusi,dua lembaga perwakilan rakyat yang ada (dalam 

bicameral system),harus melakukan sidang gabungan sebagai suatu badan.Kepu isan 

sidang gabungan mengenai perubahan konstitusi sah apabila' disetujui oleh 

terbanyak dari anggota-anggotanya/’1

2 .By the people frough re ferendum 

Cara ini terdapat apabila perubahan konstitusi memerlukan adanya persetujuan 

langsung dari rakyat.Pendapat ini diminta melalui referendum piebisit atau populnr

uara

vole.Setelah rancangan perubahan selesai disusun,kemudian disampaikan kepada rakyat
• • • l'"melalui referendum seperti yang dianut di Perancis. x

3 .By a moyoritv of all unit offederal State

Cara ini hanya berlaku dalam negara federal saja.Karena pembentukan negara federal 

itu dilakukan oleh negara-negara yang membentuknya,dan konstitusinya 

treaty antara negara-negara tadi.maka perubahan konstitusipun harus mendapatkan 

persetujuan negara-negara bagian.Keputusan tentang perubahan itu dapat dilakukan 

oleh rakyat masing-masing negara bagian atau dapat puia dilakukan lembaga 

perwakilan rakyat masing-masing negara bagian.Di swiss dan Australia,perubahan itu

semacam

** Abu Daud Busroh,//ww Negara,PT.Buroi Aksara,JakartaJ990,hlm.l30-132 
'1 Ibid.
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memerlukan adanya persetujuan rakyat melalui referendum.Di Amerika Serikat 

perubahan konstitusinya memerlukan adanya persetujuan lembaga perwakdan rakyat 

masing-masing negara bagian. i.i

4.By special convenlion

Cara ini terjadi apabila untuk merubah satu konstitusi diperlukan cara khusus,yang 

berwenang untuk merubah suatu konstitusi adalah badan yang khusus diadakan untuk 

itu.Cara ini pernah dilakukan di Indonesia yaitu pada massa pelaksanaan IJIJDS 1950 

dengan adanya”konstiluante”.Tugas badan ini hanya untuk merubah undang-undar.g 

dasar saja.34

Mengenai bentuk Amandemen (perubahan) itu sendiri,Muehsan berpendapat

bahwa “Amandemen teradap suatu konstitusi ada liga bentuk yaitu (i) Amand %men

terhadap tafsirannya,(ii)Amandemen pasal demi pasal scpcrii di Amerika Serikat, 

(iii)Amandemcn secara keseluruhan seperti halnya di Perancis.35

E.Metode Penelitian

l.Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan 

rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan metode atau cara bekerja 

yang sistematik dan terarah.Seluruh rangkaian kegiatan itu pada dasarnya ditujukan 

pada pengumpulan.pengola.han,dan interpretasi sejumlah data sebagai 

mengungkapkan kebenaran yang terdapat di dalam masalahnya.

upaya

33 Ibid
34 Ibid
35 Kansil./>/>.( V/..hlm.c)7
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kegiatan ilmiah,yang didasarkan padaPenelitian hukum merupakan sualu 

metode,sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.Kecuali itu maka juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut,untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam 

gejala yang bersangkutan.36

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan dipaparkan secara

deskriptif analitis.Penelitian ini mengutamakan kualitas analisis dan bukan kepada data-

data yang bersifat statistika.Oleh karena itu penelitian ini termasuk juga penelitian

kualitatif.

Penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau p.oses

menjaring informasi dan kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek dihubungkan 

dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.'7 

Dipaparkan secara deskriptif analitis karena prosedur pemecahan masalahnya dengan 

melukiskan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek sehingga metode ini 

berkehendak mengadakan akumulasi data dasar bclaka.Ciri-uri pokok metode 

penelitian deskriptif ini adalah :

a. memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian masalah 

yang bersifat aktual.

b. menggambarkan fakta-lakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya 

diiringi dilakukan atau masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakuka 

masalah-masalah dengan interpretasi rasional.

atau

u ^ockanto' /'cv;^7/7A/r Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.43
IU ladan Nawawi, Metode Penelitian Hidang Sosial, Gajr.h Mada University Press, Yogyakarta, 1983,hlm.67
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2.Jcnis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil untuk mempermudah penulis membuat penelitian ini adalah 

data sekunder yaitu data yang bukan diambil langsung dari tangan pertama,akan i~tapi 

sudah diolah terlebih dahulu antara lain berupa : buku-buku, majalah-majalah hu.mm, 

internet,koran atau sering disebut dengan penelusuran bahan-bahan

kepustakaan.Sehubungan dengan ini Hadari Nawawi mengklisfikasikan data suaui

penelitian kedalam :

a.Data primer,yaitu data otentik atau data langsung dari tangan pertama tantang

masalah yang diungkapkan.Data ini disebut juga data asli.

b.Data sekunder,yaitu dam yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat

otentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua.Data ini disebut juga data yang 

tidak asli/8

Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar /ang

digolongkan sebagai data sekunder yang :

l.ada dalam keadaan siap terbuat

2.bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu

3.dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat

jf.Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi atau 

juga sering disebut dengan studi pustaka (library researehj.Dimana dalam teknik studi 

pustaka penulis dalam mengumpulkan data dengan meneliti dokumun-dokumen 

ada dengan membaca buku, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa.

yang

Ibid., hlm.80
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Dengan demikian dalam penelitian ini data diambil banyak dari buku-buku baeaan yang

memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas.

4.Tcknik Analisis Data

Pada dasarnya pcngolahan.analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif 

dan kuantitatif. y>

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa secara kualitatif.

dimana data-data dikumpulkan selanjutnya dianalisa. Penyajian data sekaligus dengan

analisanya, dengan demikian data ini hanya bersifat deskriptif. Dalam pengolahan data

secara kualitatif ini,data-data yang dikumpulkan bukanlah bersifat angka-angka.Setelah

data-data tersebut dikelompokkan,kemudian dilakukan pemerikasaan terhadap data-

data tersebut untuk melihat validitasnya kemudian dilakukan analisa dengan cara

menarik kesimpulan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

y> fhid.. hlm.68
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